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Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pgjak juga diberikan hak-hak.
Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan K eberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan
diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk
pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat digjukan
sebagal Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang K etentuan Umum Perpajakan yang
memberikan secara luas kepada Wajib Pgjak mengenai hal-hal yang dapat digjukan Gugatan. Sementara
dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal
37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang
bisa digjukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas
mengenai apa saja yang diajukan sebagal gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak
bisa digjukan sebagai Gugatan.

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers
have aright fundamental objectionisfiled, Appea and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the
Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government
Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on
General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the
PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the
restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined asto what is
proposed as alawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as alawsuit.
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